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ABSTRAK:

CATATAN :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 20022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menerangkan tentang Penggunaan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), Pengelola
KKPD, Uang Persedian KKPD (UP KKPD), Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembayaran KKPD, Biaya Penggunaan KPPD,
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKPD;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 13 September 2024;

Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan
izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan
KKPD

Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak
terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai
dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran



